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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan 

hasil penelitian adalah: 

2. Kedudukan Hukum antara Peraturan Mentri dalam Negri dengan Peaturan 

daerah dapat kita simpulkan sesuai pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 bahwa Peraturan menteri memiliki tingkat kewenangan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan peraturan daerah. Hal ini karena lembaga kementerian 

berfungsi sebagai pembantu presiden, bertanggung jawab untuk melaksanakan 

keseluruhan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Peraturan menteri memiliki 

cakupan aplikasi nasional dan langsung menjabarkan ketentuan undang-

undang, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah. Mengacu pada asas 

hukum lex posterio derogat legi priori dan juga asas lex superior derogate legi 

inferiori yang di mana Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah 

Dompu Nomor 2 tahun 2012 harus di revisi dan mengikuti Peraturan Mentri 

Dalam Negri Nomor 37 tahun 2016 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Bima 

Dan Kabupaten  Dompu. 

3. Faktor terjadinya disharmoni antara Permendagri Nomor 37 tahun 2016 dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Kab.Dompu di 

akibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan factor eksternal yang di 

mana menyebabkan terjadinya disharmoni antara kedua peraturan permendagri 

dan peraturan daerah,sehingga perlu di lakukan pengharmonisan antara kedua 

peraturan ini. 
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B. SARAN 

 

1. Pemerintah harus mengacu pada hierarki aturan dalam membuat 

kebijakan,Peraturan Daerah sebaiknya dilakukan pengujian dan dibatalkan 

melalui mekanisme judicial review oleh pengadilan tata usaha negara. 

Meskipun peraturan daerah bersifat (regeling), atau di revisi dengan mengacu 

pada Permendagri  Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. 

2.  Pemerintah harus tetap memperbarui dan selalu melakukan pemeriksaan silang 

terhadap setiap aturan yang ada agar tidak terjadi disharmoni,segera .serta 

pemerintah kabupaten dompu harus membentuk Lembaga khusu yang akan 

mengatur  terkait praturan-peraturan yang disharmoni seperti Badan Perancang  

pengharmonissian perauran daerah (BAPPENPERDA). 
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